Menimbang

Menginget :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAY APURA
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

: a  bahwa sehubungan dengan adanya penambahan, pengurangan dan
pergeseran terhadap Anggaran Pendapatan dan Bdanja Daerah yang
ditetgpkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, maka perlu

dilakukan Perubahan Anggaran Dagrah;

b.  bahwa sehubungan dengan hal terssbut pada huruf a perlu ditetgpkan

dengan Peraturan Daerah.

1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Proping
Otonom Irian Barat dan Kabupaten. Kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 2097);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesa Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan
Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3685) sehagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000;

4.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor

3688);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Propins Papua (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2001 Nomor

135);

6.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor

4389);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3691);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3692);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4437);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pejak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3693);

.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor 4024);

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

Peraturan Menteri Daam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Pengurusan Pendapatan Daerah Hasll Pgjak Bumi dan Bangunan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengenddian
Kredit Anggaran;

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Beanja
Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan
Kabupaten Jaygpura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2002 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan
Daerah Kabupaten Jaygpura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 2;

Peraturan Dagrah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis
Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2002 Nomor 3);

Peraturan Dagrah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belana Daegrah Kabupaten Jaygpura Tahun Anggaran 2005
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2005 Nomor 3);
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